NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

NOMOR : 134.4.01/11/PEM.A
NOMOR : W17-A8/425/HM.05/4/2021

Pada hari ini Senin, Tanggal Lima, Bulan April Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu (05-04-2021), bertempat di Bontang, kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

I. AJI ERLYNAWATI : Pelaksana harian Wali Kota Bontang
berkedudukan dan beralamat di Jalan M.
Roem Nomor 1 Bontang Lestari,
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota  Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SAMAD HARIANTO :Ketua Pengadilan Agama Bontang,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Awang Long Nomor 69 Kelurahan
Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara,
bertindak untuk dan atas nama
Pengadilan Agama Bontang, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Bontang;



2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota
Kesepakatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Masyarakat,

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas dalam
pelaksanaan tugas PARA PIHAK guna mendukung pelayanan masyarakat di
Kota Bontang.

(2) Nota Kesepakatan bertujuan untuk memberi kemudahan akses layanan
dokumen kependudukan milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :
Layanan dokumen kependudukan,;

Pemanfaatan data kependudukan;

Tukar menukar informasi;

Asistensi referensi kebijakan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
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Peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini diatur
lebih lanjut dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang
dapat diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang membidangi

berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini
menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan

masing-masing.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

ditandatangani PARA PIHAK.

IHAK KEDUA,
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